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ABSTRAK : -

CATATAN : -

Bahwa untuk meningkatkan kepastian hukum dan memberikan peraturan pelaksanaan serta
meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak mengenai pendaftaran, pelaporan, dan pendataan
Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, perlu mengganti ketentuan mengenai tata cara pendaftaran
dan pendataan Objek Pajak dan Subjek Pajak atau Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2014 tentang Tata
Cara Pendaftaran dan Pendataan Objek Pajak dan Subjek Pajak atau Wajib Pajak Pajak Bumi dan
Bangunan. Untuk mendukung program kemudahan dalam berusaha (ease of doing business) oleh
Pemerintah Indonesia, diperlukan penyederhanaan dalam rangka pendaftaran dan pelaporan Objek
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan oleh Wajib Pajak, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat
(3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Tata Cara Pendaftaran, Pelaporan, dan Pendataan Objek Pajak Pajak Bumi dan
Bangunan.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 12 Tahun 1985 (LN Tahun 1985 No. 68, TLN No. 3312)
sebagaimana telah diubah dengan UU 12 Tahun 1994 (LN Tahun 1994 No. 62, TLN No. 3569),
Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu Rl 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018
No. 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu Rl
229/PMIK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 1745).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Setiap Waijib Pajak wajib melakukan Pendaftaran pada Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP paling
lama 1 (satu) bulan setelah saat terpenuhinya persyaratan subjektif sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang PBB untuk diberikan SKT PBB. SKT PBB memuat identitas
Objek Pajak berupa NOP dan dibuat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pendaftaran
dilakukan dengan mengajukan permohonan secara elektronik atau tertulis. Permohonan secara
elektronik disampaikan melalui saluran tertentu meliputi laman Direktorat Jenderal Pajak atau
saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Permohonan secara tertulis disampaikan
secara langsung, melalui pos dengan bukti pengiriman surat atau melalui perusahaan jasa ekspedisi
atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. Permohonan pendaftaran dilampiri dokumen Wajib
Pajak dan dokumen Objek Pajak. Dalam hal Waijib Pajak tidak melaksanakan kewajiban Pendaftaran,
Kepala KPP melakukan Pemeriksaan atau penelitian administrasi. Kepala KPP berdasarkan
permohonan Wajib Pajak atau berdasarkan kewenangan secara jabatan dapat melakukan
perubahan data yang tercantum dalam SKT PBB. Objek Pajak dan Wajb Pajak yang telah
teradministrasikan dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak sebelum berlakunya
Peraturan Menteri inij, tidak diwajibkan melakukan Pendaftaran.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permenkeu RI 254/PMK.03/2014, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku. Peraturan pelaksanaan dari Permenkeu Rl 254/PMK.03/2014, dinyatakan
masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini
dan/atau belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal



diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 17 Mei 2021 dan diundangkan pada tanggal 18 Mei
2021.

- Lampiran: halaman 32-58.



